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Abstrak

Di era modern sistem pemerintahan Indonesia yang semakin condong ke arah
legislative heavy membuat kedudukan Presiden scbagai kepala pemerintahan
dipertanyakan, padahal idealnya sistem pemerintahan presidensial menjamin
kebebasan kekuasaan eksekutif (Presiden) untuk menangani hal-hal yang tidak dapat
dijangkau oleh kekuasaan legislatif. Presiden dinilai tidak dapat menjalankan fungsi
dan tugasnya dengan sepenuhnya karena banyak hal yang mengharuskan adanya
pertimbangan DPR. Hal tersebut terjadi karena di dalam beberapa pasal undang-
undang mengharuskan adanya pertimbangan DPR untuk pengangkatan, dan
pemberhentian jabatan pemerintahan tertentu misalnya pengubahan formasi
kementerian.

Penclitian ini adalah penelition hukum. Adapun pendekatan masalah yang
dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perundang-
undangan (statute approach), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji
dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis isu hukum
yang akan diteliti, dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu
pendekatan yang membandingkan dua sistem hukum dari negara yang berbeda. Dari
pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisis dalam mencari jawaban
atas isu hukum dari penelitian skripsi ini.

Berdasarkan analisis bahan hukum yang diperoleh kesimpulannya bahwa
pengaturan pemberian pertimbangan DPR tidak sesuai dengan sistem pemerintahan

presidensial karena:
a. Prinsip check and balances yang diterapkan membatasi kekuasaan Eksekutif

Presiden
b. Terjadi peleburan kekuasaan akibat pengaturan pemberian pertimbangan DPR

c. Adanya supremasi Legislatif bukan supremasi konstitusi.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah diperlukan adanya undang undang baru
yang mengakomodir perubahan terhadap beberapa pasal di dalam Undang Undang
Kementerian Negara sehingga menjadi lebih jelas bahwa prinsip check and balances

tidak membatasi kekuasaan eksekutif.

Kata kunci: pertimbangan DPR, pengubahan Kementerian, Presiden
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Abstract

In the modern era, the Indonesian government system which is increasingly
leaning towards legislative heavy makes the position of the President as head of
government questionable, even though ideally a presidential government system
guarantees the freedom of executive power (President) 1o handle matters that cannot
be reached by legislative power. The President is considered unable 1o carry out his
fumctions and duties fully because there are many things that require the DPR's
consideration. This i becanse several articles of the law require the DPR 1o
consider the appointment and dismissal of certain government positions, such as
changing the formation of ministries.

This research is legal research. The problem approach used to answer the legal
isswe is the statute approach, which is an approach using legislation and
regulations. The conceptual approach is used lo examine and analyze the framework
of thought, conceptual framework or theoretical basis for the legal issues to be
studied, and the comparative approach, which is an approach that compares Iwo
legal systems from different countries. I'rom this approach, the researcher can use
an analytical knife in finding answers (0 the legal issues of writing this thesis.

Based on the analysis of legal materials, it can be concluded that the
arrangement for giving consideration to the DPR is not in accordance with the
presidential government system because:

a. The principle of checks and balances applicd limits the executive power of the
President

b. There was a fusion of power due to the arrangement of giving consideration 10
the DPR

¢. Legislative supremacy is not constitutional supremacy.

The suggestion that can be given is that there is a need for a new law to
several articles in the Law on State Ministries so that it

accommodate changes 1o
principle of checks and balances does not limit executive

becomes clearer that the
power.

Keywords: DPR considerations, changing the Ministry, the President
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